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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru yang tidak 

selalu berwujud fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomi, dapat dikuasai, dialihkan, 

dan dimanfaatkan. Kondisi ini membuka peluang pemanfaatan aset digital sebagai 

objek wakaf produktif. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf telah mengakomodasi benda bergerak tidak berwujud dan benda bergerak 

lainnya, ketentuan tersebut belum mengatur aset digital secara tegas dan 

operasional. Regulasi sektoral juga telah mengakui beberapa jenis aset digital, 

seperti hak ekonomi atas karya digital, nama domain, aset kripto, dan token digital, 

tetapi belum menghubungkannya dengan mekanisme perwakafan. Akibatnya, 

masih terdapat ketidakjelasan mengenai jenis aset digital yang dapat diwakafkan, 

pembuktian kepemilikan, mekanisme pengalihan, pencatatan, pengamanan, dan 

pertanggungjawaban pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum 

positif Indonesia serta urgensi pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan filosofis. Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif melalui 

inventarisasi, pengelompokan, penafsiran, dan sistematisasi norma hukum yang 

berkaitan dengan wakaf dan aset digital. Teori harta digunakan untuk menilai sifat 

kehartaan aset digital, teori kepastian hukum untuk menguji kecukupan dan 

kejelasan pengaturannya, sedangkan teori maṣlaḥah (kemaslahatan) dan teori 

perubahan hukum digunakan untuk menilai kebutuhan penyesuaian hukum 

perwakafan terhadap perkembangan kekayaan digital. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital dapat berkedudukan 

sebagai harta benda wakaf secara selektif dan bersyarat. Menurut hukum Islam, aset 

digital harus memenuhi unsur al-māl (harta), māl mutaqawwam (harta yang bernilai 

dan dibenarkan syariah), serta persyaratan mawqūf bih (objek wakaf), terutama 

kepemilikan yang sah, kejelasan hak, kemampuan pengalihan, manfaat yang 

dibenarkan, keamanan pengelolaan, dan keberlanjutan manfaat. Menurut hukum 

positif Indonesia, pengakuan terhadap aset digital masih bersifat parsial dan 

bergantung pada ketentuan sektoral masing-masing aset. Persoalan utama bukan 

berupa kekosongan hukum secara mutlak, melainkan kekaburan ruang lingkup 

objek, ketidaklengkapan mekanisme pelaksanaan, dan belum terpadunya regulasi 

wakaf dengan regulasi aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan 

pelaksana atau pedoman teknis yang menetapkan klasifikasi aset, pembuktian 

kepemilikan, pengalihan hak atau kendali, pencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf, 

pengamanan akses, pengelolaan, serta pertanggungjawaban nāẓir. Pengaturan 

tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, maṣlaḥah, dan ḥifẓ al-

māl (perlindungan harta). 

Kata kunci: Aset Digital, Harta Benda Wakaf, Kepastian Hukum, Maṣlaḥah, 

Perwakafan Nasional. 
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ABSTRACT 

The development of digital technology has given rise to a new form of wealth that 

is not always physical but has economic value, can be controlled, transferred, and 

utilized. This condition opens up opportunities for utilizing digital assets as 

productive waqf objects. Although Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has 

accommodated intangible movable objects and other movable objects, the 

provisions have not explicitly and operationally regulated digital assets. Sectoral 

regulations have also recognized several types of digital assets, such as economic 

rights over digital works, domain names, crypto assets, and digital tokens, but have 

not yet linked them to the waqf mechanism. As a result, there is still ambiguity 

regarding the types of digital assets that can be endowed, proof of ownership, 

transfer mechanisms, recording, security, and management accountability. This 

research aims to analyze the position of digital assets as waqf property according 

to Islamic law and Indonesian positive law, as well as the urgency of regulating 

them within the national waqf system.  

This research is a normative legal study with a qualitative approach and is 

descriptive-analytical in nature. Legal materials were obtained thru library 

research and document studies, which consisted of primary, secondary, and tertiary 

legal materials. The research approach included legislative, conceptual, and 

philosophical approaches. The analysis is conducted juridically-qualitatively thru 

the inventory, classification, interpretation, and systematization of legal norms 

related to waqf and digital assets. The theory of property is used to assess the nature 

of digital assets, the theory of legal certainty to examine the adequacy and clarity 

of their regulations, while the theory of maṣlaḥah (public interest) and the theory 

of legal change are used to evaluate the need for legal adjustments in waqf law to 

the development of digital wealth. 

The research results show that digital assets can be classified as waqf 

property selectively and conditionally. According to Islamic law, digital assets must 

meet the elements of al-māl (property), māl mutaqawwam (valuable property 

permitted by Sharia), and the requirements of mawqūf bih (waqf object), especially 

legitimate ownership, clarity of rights, transferability, permissible benefits, secure 

management, and sustainability of benefits. According to Indonesian positive law, 

the recognition of digital assets is still partial and depends on the sectoral 

regulations of each asset. The main issue is not a complete legal vacuum, but rather 

the ambiguity of the object scope, the incompleteness of the implementation 

mechanism, and the lack of integration between waqf regulations and digital asset 

regulations. Therefore, it is necessary to establish implementing regulations or 

technical guidelines that determine asset classification, proof of ownership, 

transfer of rights or control, recording in the Waqf Pledge Deed, access security, 

management, and accountability of the nāẓir. Such regulations are necessary to 

achieve legal certainty, maṣlaḥah, and ḥifẓ al-māl (protection of property). 

Keywords: Digital Assets, Waqf Property, Legal Certainty, Maṣlaḥah, National 

Waqf.  
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“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji dirimu. Tapi menakar seberapa besar 
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(Ibnu Qoyyim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap aktivitas 

ekonomi dan bentuk kekayaan masyarakat. Perkembangan teknologi tidak 

hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga melahirkan kekayaan 

yang diciptakan, disimpan, dikuasai, dan dialihkan melalui sistem elektronik. 

Kekayaan tersebut tidak selalu mempunyai bentuk fisik, tetapi tetap dapat 

memiliki nilai ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan menjadi objek 

penguasaan seseorang. Bentuknya antara lain hak ekonomi atas karya digital, 

perangkat lunak, token digital, non-fungible token (NFT), aset virtual, dan aset 

keuangan digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep kekayaan 

dalam ekonomi kontemporer tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi 

meluas kepada hak dan sumber daya digital yang memiliki nilai serta manfaat 

ekonomi.1 

Perkembangan aset digital di Indonesia bukan lagi fenomena yang 

bersifat marginal. Salah satu bentuknya terlihat pada pertumbuhan kepemilikan 

dan perdagangan aset kripto. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa 

sepanjang 2025 nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp482,23 

triliun, sedangkan hingga Februari 2026 jumlah akun konsumen telah 

mencapai 21,07 juta akun. Data tersebut memang tidak mencerminkan 

 
1 Asnawi Uwais, Dedy Rachmad, and Kuni Afifah, “Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital 

Di Indonesia,” Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam 3, no. 2 (2024): hlm. 111–124, 

https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.3037. 



2 

 

 

 

keseluruhan jenis aset digital, tetapi menunjukkan bahwa penguasaan kekayaan 

berbasis digital telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat 

Indonesia. Perkembangan ini berpotensi melahirkan kebutuhan hukum baru 

mengenai pemanfaatan, pengalihan, pewarisan, pemberian, dan 

pendayagunaan aset digital untuk kepentingan sosial.2 

Perubahan bentuk kekayaan tersebut perlu memperoleh respons dari 

sistem hukum perwakafan nasional. Wakaf merupakan perbuatan hukum wāqif, 

yaitu orang yang mewakafkan harta, untuk memisahkan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka 

waktu tertentu bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut 

syariah.3 Esensi wakaf terletak pada pemisahan harta yang dimiliki secara sah 

dan penyaluran manfaatnya untuk mencapai tujuan keagamaan serta 

kesejahteraan umum. Perkembangan hukum wakaf menunjukkan bahwa objek 

wakaf tidak lagi terbatas pada tanah atau benda tidak bergerak, tetapi telah 

meluas kepada benda bergerak dan kekayaan tidak berwujud yang memiliki 

nilai ekonomi serta dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, perkembangan 

bentuk kekayaan dalam masyarakat dapat memengaruhi perluasan jenis harta 

benda yang berpotensi dijadikan objek wakaf, sepanjang memenuhi 

 
2 Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Minta Masyarakat Pahami Fundamental Data Sebelum 

Investasi Kripto: Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026,” 2026, https://ojk.go.id/id/berita-

dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembukaan-Bulan-Literasi-Kripto-%28BLK%29-2026.aspx. 

diakses 10 Juni 2026. 

3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
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persyaratan kepemilikan, nilai ekonomi, dan kemanfaatan yang dibenarkan 

oleh syariah.4 

Sistem perwakafan Indonesia pada dasarnya telah mengalami perluasan 

dari wakaf yang dominan berbentuk tanah dan bangunan menuju pengelolaan 

benda bergerak dan benda tidak berwujud. Perluasan tersebut berkaitan dengan 

perubahan orientasi wakaf dari sekadar mempertahankan keberadaan benda 

menuju pengelolaan produktif yang mampu menghasilkan manfaat secara 

berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, aset digital memiliki potensi untuk 

memperluas sumber manfaat wakaf. Hak ekonomi atas buku elektronik, musik, 

film, fotografi, desain, aplikasi, dan perangkat lunak, misalnya, dapat 

menghasilkan royalti atau pendapatan yang dikelola oleh nāẓir, yaitu pihak 

yang mengelola harta wakaf, untuk kepentingan penerima manfaat wakaf. 

Meskipun demikian, potensi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila 

asetnya dimiliki secara sah, dapat dialihkan, mempunyai manfaat yang 

dibenarkan, serta dapat dikelola secara berkelanjutan.5  

Pembahasan mengenai aset digital dalam perwakafan perlu dibedakan 

dari digitalisasi wakaf. Digitalisasi wakaf merujuk pada penggunaan teknologi 

untuk mempermudah penghimpunan, pembayaran, pencatatan, pelaporan, dan 

pengelolaan wakaf. Dalam digitalisasi wakaf, objek yang diwakafkan dapat 

 
4 Syifa Habibah, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Wakaf Produktif Yang Potensial,” 

Journal of Finance and Islamic Banking 3, no. 2 (2021): hlm. 80–94, 

https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749. 

5 Muhammad Abduh Tuasikal, “Aset Digital Untuk Wakaf Produktif Digital Assets for 

Productive Waqf,” Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis 15, no. 3 (2024): hlm. 583–594, 

https://doi.org/10.33059/jseb.v15i3.10852. 
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tetap berupa uang atau benda konvensional, sedangkan teknologi hanya 

berfungsi sebagai sarana pelaksanaan. Sebaliknya, wakaf aset digital 

menempatkan kekayaan yang berbentuk, tersimpan, atau direpresentasikan 

secara digital sebagai objek wakaf itu sendiri. Pembayaran wakaf melalui 

aplikasi atau dompet elektronik karena itu belum menjawab persoalan 

mengenai kedudukan hak ekonomi karya digital, perangkat lunak, NFT, token, 

atau aset keuangan digital sebagai harta benda wakaf. Digitalisasi wakaf 

berkaitan dengan cara pelaksanaan wakaf, sedangkan wakaf aset digital 

berkaitan dengan apa yang dijadikan objek wakaf.6 

Dari sisi hukum positif, kemungkinan perluasan objek wakaf dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 

15 menentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila 

dimiliki dan dikuasai oleh wāqif secara sah. Selanjutnya, Pasal 16 membagi 

harta benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda 

bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang 

tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :  

a. Uang;  

b. Logam Mulia;  

c. Surat Berharga;  

d. Kendaraan;  

e. Hak Atas Kekayaan Intelektual;  

 
6 Sessa Tiara Maretaniandini et al., “Implementation of Advanced Technology in Waqf 

Management: A Systematic Literature Review,” Journal of Islamic Economic Laws 8, no. 01 (2025): 

hlm. 210–236, https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.8518. 
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f. Hak Sewa; dan  

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Penggunaan kategori “benda bergerak lain” menunjukkan bahwa objek 

wakaf tidak dirumuskan secara tertutup dan masih dapat berkembang mengikuti 

bentuk kekayaan masyarakat. Namun, ketentuan tersebut belum menyebutkan 

aset digital secara eksplisit maupun menentukan kriteria untuk memasukkannya 

sebagai harta benda wakaf.7 

Landasan selanjutnya terdapat pada aset digital yang bersumber dari hak 

cipta. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menempatkan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan menentukan 

bahwa hak tersebut dapat beralih atau dialihkan, antara lain melalui wakaf. 

Ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi pemegang hak untuk 

mewakafkan hak ekonomi atas karya yang berbentuk digital.8 Meskipun 

demikian, dasar tersebut hanya menjangkau aset digital yang memenuhi 

kualifikasi sebagai ciptaan atau hak ekonomi berdasarkan hukum hak cipta. 

Ketentuan itu belum dapat digunakan untuk mengakomodasi seluruh jenis aset 

digital karena kepemilikan file, akun, token, atau NFT tidak selalu disertai 

dengan kepemilikan hak cipta maupun hak ekonomi atas karya yang 

direpresentasikannya. 

 
7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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Pada sisi lain, hukum nasional telah mengembangkan pengaturan khusus 

terhadap aset keuangan digital. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 

Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 23 Tahun 2025 mendefinisikan aset keuangan digital sebagai aset 

keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk aset 

kripto.9 Peraturan tersebut mengatur perdagangan, penyimpanan, penyelesaian 

transaksi, kelembagaan penyelenggara, manajemen risiko, pelaporan, dan 

pelindungan konsumen aset keuangan digital. Pengaturan ini merupakan 

pelaksanaan kewenangan sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang 

berfokus pada penguatan tata kelola otoritas keuangan serta stabilitas makro 

ekonomi, dan regulasi tersebut sama sekali belum menjelaskan atau mengatur 

ketentuan terkait aset digital dalam ekosistem perwakafan. Kendati demikian, 

seluruh kerangka hukum ini hanya menempatkan aset digital dalam ranah 

kegiatan perdagangan dan investasi, bukan sebagai objek perbuatan hukum 

wakaf.  

Dengan membandingkan kedua kelompok aturan tersebut, terlihat bahwa 

masalah hukum wakaf aset digital bukan disebabkan oleh tidak diakuinya benda 

tidak berwujud, dan juga bukan karena belum adanya aturan tentang aset digital. 

Masalahnya terletak pada belum terhubungnya rezim hukum perwakafan dengan 

 
9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. 
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rezim hukum aset digital. Hukum wakaf membuka ruang bagi benda bergerak 

tidak berwujud dan benda bergerak lainnya, sedangkan hukum sektor keuangan 

telah mengakui, mengatur, dan mengawasi sebagian jenis aset digital. Namun, 

belum tersedia ketentuan yang secara khusus menentukan kapan aset digital 

dapat dikualifikasikan sebagai harta benda wakaf dan bagaimana aset tersebut 

dimasukkan ke dalam sistem administrasi perwakafan nasional. Keadaan 

tersebut menimbulkan kesenjangan antara pengakuan terhadap aset digital 

sebagai kekayaan dan pengakuannya sebagai objek wakaf. 

Kesenjangan itu terlihat pada belum adanya definisi dan klasifikasi aset 

digital yang dapat dijadikan objek wakaf. Peraturan yang berlaku juga belum 

menetapkan standar pembuktian kepemilikan digital, mekanisme verifikasi 

bahwa aset benar-benar dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wāqif, serta 

prosedur pengalihan hak atau kendali aset kepada nāẓir. Belum jelas pula 

bagaimana identitas aset, alamat penyimpanan, hak akses, masa berlaku lisensi, 

metode pemulihan, dan pembatasan pengalihan dicantumkan dalam Akta Ikrar 

Wakaf. Padahal, unsur-unsur tersebut menentukan apakah objek benar-benar 

telah berpindah ke dalam penguasaan nāẓir dan dapat dilindungi sebagai harta 

benda wakaf.10 

Kelayakan aset digital sebagai objek wakaf karena itu harus dinilai 

sekurang-kurangnya berdasarkan kepemilikan yang sah, kejelasan hak, nilai 

ekonomi, kemampuan untuk dialihkan, keberadaan manfaat yang dibenarkan, 

 
10 I Ismail and A A Putra, “Peluang Dan Tantangan Perdata Wakaf Aset Digital Melalui 

Metaverse,” Jurnal Akta Yudisia, 2024, hlm. 142–154, 

http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/6206. 
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jangka waktu manfaat, keamanan penyimpanan, serta kesesuaiannya dengan 

prinsip syariah. Penilaian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa objek 

tidak mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan berlebihan, dan maysir, yaitu 

spekulasi yang menyerupai perjudian. Selain itu, penerimaan aset digital sebagai 

objek wakaf harus mendukung ḥifẓ al-māl, yaitu perlindungan harta, melalui 

penjagaan terhadap kepemilikan, nilai, keamanan, dan keberlanjutan manfaat 

harta wakaf.11 Dengan demikian, inovasi wakaf tidak hanya dinilai dari besarnya 

potensi ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya melindungi harta dan 

menghadirkan kemaslahatan. 

Belum adanya pengaturan yang jelas menimbulkan ketidakpastian bagi 

para pihak yang terlibat. Wāqif tidak memperoleh pedoman mengenai jenis aset 

yang dapat diwakafkan dan cara menyerahkan aset tersebut secara sah. Nāẓir 

tidak mempunyai standar untuk memverifikasi kepemilikan, menerima kendali, 

menjaga akses, menilai aset, dan mempertanggungjawabkan hasil 

pengelolaannya. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga belum mempunyai 

petunjuk mengenai dokumen, data elektronik, dan unsur teknis yang harus 

dicantumkan dalam akta. Apabila praktik wakaf aset digital dilakukan tanpa 

landasan yang memadai, dapat timbul sengketa mengenai kepemilikan, ruang 

 
11 Muhammad Labib Fahmi Arif, “Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT),” Al-

Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, no. 4 (2022): hlm. 1777–1786, 

https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981. 
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lingkup hak yang dialihkan, kewenangan mengakses aset, kehilangan aset, serta 

tanggung jawab atas kegagalan pengelolaannya.12 

Dengan demikian, masalah akademik penelitian ini terletak pada belum 

jelasnya kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf serta belum 

memadainya pengaturan perwakafan nasional dalam memberikan kepastian 

hukum terhadap pemanfaatan aset tersebut sebagai objek wakaf. Sistem hukum 

perwakafan telah membuka ruang bagi benda bergerak tidak berwujud dan 

benda bergerak lainnya, sementara peraturan sektoral telah mengakui serta 

mengatur sejumlah bentuk aset digital. Namun, belum terdapat ketentuan yang 

secara khusus menghubungkan karakter aset digital dengan persyaratan harta 

benda wakaf, baik mengenai kepemilikan, penguasaan, kemampuan pengalihan, 

kemanfaatan, keamanan, maupun kesesuaiannya dengan prinsip syariah. 

Keadaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai jenis aset digital yang 

dapat dijadikan objek wakaf serta dasar hukum yang dapat digunakan oleh para 

pihak dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. 

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk 

menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum 

Islam dan hukum positif Indonesia serta menganalisis urgensi pengaturannya 

dalam sistem perwakafan nasional. Analisis kedudukan aset digital dilakukan 

dengan menilai unsur kehartaan, nilai ekonomi, kepemilikan dan penguasaan 

yang sah, kemampuan pengalihan, keberadaan manfaat, serta kesesuaiannya 

 
12 Andi Dahmayanti Muchtar et al., “Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 6, no. 2 (2025): 

hlm. 396–419, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999. 
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dengan prinsip syariah. Adapun urgensi pengaturan dianalisis berdasarkan 

ketidakjelasan norma yang berlaku, kebutuhan perlindungan terhadap harta 

wakaf, risiko hukum dan teknis pengelolaan aset digital, kepastian hak dan 

kewajiban para pihak, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Penelitian 

ini tidak berangkat dari anggapan bahwa seluruh aset digital dapat dijadikan 

objek wakaf, melainkan menilai kemungkinan pengakuan terhadap aset digital 

tertentu yang memenuhi persyaratan hukum dan syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang dirumuskan dari latar 

belakang di atas. Permasalahan utama penelitian ini dapat dirumuskan dalam 

beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut 

hukum Islam dan hukum positif Indonesia?  

2. Bagaimana urgensi pengaturan perwakafan nasional dalam mengakomodasi 

aset digital sebagai objek wakaf?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut 

hukum Islam dan hukum positif Indonesia.  

2. Menganalisis urgensi pengaturan perwakafan nasional dalam 

mengakomodasi aset digital sebagai objek wakaf.  

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan kajian hukum wakaf, khususnya dalam memperluas 

pemahaman mengenai kedudukan aset digital sebagai bagian dari harta 

benda wakaf dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum 

ekonomi syariah mengenai perluasan objek wakaf di era digital, terutama 

dalam membaca kembali konsep harta, kepemilikan, kemanfaatan, dan 

keberlanjutan manfaat wakaf terhadap bentuk-bentuk kekayaan baru yang 

tidak selalu berwujud fisik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar 

akademik bagi pengembangan teori dan konstruksi hukum mengenai 

wakaf aset digital, sehingga tidak hanya berhenti pada aspek digitalisasi 

layanan wakaf, tetapi juga menyentuh persoalan substantif mengenai aset 

digital sebagai objek wakaf itu sendiri. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembuat kebijakan, khususnya Badan Wakaf Indonesia, Kementerian 

Agama, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga terkait lainnya, dalam 

merumuskan arah pengaturan wakaf aset digital yang lebih jelas, 

operasional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi nāẓir dalam memahami potensi, 

batasan, dan risiko pengelolaan aset digital sebagai harta benda wakaf, 

terutama terkait pembuktian kepemilikan, mekanisme pengalihan, 

pencatatan, pengamanan akses, penilaian aset, serta pertanggungjawaban 

pengelolaannya. Bagi masyarakat atau calon wāqif, penelitian ini 
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diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kemungkinan 

pengembangan wakaf melalui aset digital secara lebih hati-hati dan 

bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki 

nilai akademik, tetapi juga dapat menjadi kontribusi awal dalam 

mendorong pembentukan regulasi wakaf aset digital yang memberikan 

kepastian hukum, perlindungan terhadap harta wakaf, akuntabilitas nāẓir, 

dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

D. Telaah Pustaka 

Kajian mengenai wakaf aset digital dalam beberapa tahun terakhir 

menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan, terutama setelah aset 

digital mulai dipahami bukan hanya sebagai instrumen ekonomi baru, tetapi 

juga sebagai bentuk kekayaan yang berpotensi dikelola untuk kepentingan 

sosial dan keagamaan. Perkembangan ini melahirkan perbedaan penting antara 

digitalisasi wakaf dan wakaf aset digital. Digitalisasi wakaf lebih berkaitan 

dengan penggunaan teknologi untuk penghimpunan, pembayaran, pencatatan, 

dan pelaporan wakaf, sedangkan wakaf aset digital berhubungan dengan status 

aset digital sebagai objek harta benda wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, telaah 

pustaka dalam penelitian ini tidak diarahkan pada semua penelitian tentang 

wakaf digital secara umum, tetapi difokuskan pada penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan aset digital, NFT, metaverse, blockchain, smart contract, tata 

kelola, serta kesiapan regulasi wakaf di era digital. Pemetaan ini penting agar 

posisi penelitian dapat terlihat secara jelas, yaitu bukan sekadar mengulang 

pembahasan tentang manfaat teknologi bagi wakaf, melainkan mengkaji 
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kesenjangan dan ketidakmemadaian pengaturan mengenai aset digital sebagai 

harta benda wakaf dalam sistem perwakafan nasional. Dengan demikian, 

penelitian terdahulu dalam telaah pustaka ini dikelompokkan ke dalam 

beberapa kajian utama yang memiliki hubungan langsung dengan tema wakaf 

aset digital. 

Sejumlah studi sebelumnya membahas potensi aset digital sebagai 

objek wakaf produktif. Tuasikal (2024)13 dalam penelitian tentang aset digital 

untuk wakaf produktif menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital 

membuka peluang baru bagi pengembangan wakaf melalui aset yang tidak 

selalu berwujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi dan dapat menghasilkan 

manfaat secara berkelanjutan. Kajian ini penting karena mulai menggeser 

pemahaman wakaf dari objek konvensional seperti tanah, bangunan, dan uang 

menuju bentuk kekayaan baru yang tumbuh dalam ekosistem digital. Dalam 

kerangka wakaf produktif, aset digital dapat dipahami sebagai sumber manfaat 

apabila memiliki nilai, dapat dikelola, dan hasil ekonominya dapat disalurkan 

kepada penerima manfaat wakaf. Uwais et al. (2024)14 juga membahas 

penerapan konsep wakaf aset digital di Indonesia dengan menyoroti beberapa 

bentuk aset digital yang berpotensi menjadi objek wakaf, sekaligus 

menunjukkan bahwa tidak semua aset digital dapat diperlakukan secara sama 

karena masing-masing memiliki karakter hukum dan syariah yang berbeda. 

Kedua penelitian tersebut memberikan dasar awal bahwa aset digital dapat 

 
13 Tuasikal, “Aset Digital Untuk Wakaf Produktif Digital Assets for Productive Waqf.” 

14 Uwais, Dedy Rachmad, and Afifah, “Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital Di 

Indonesia.” 
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dikaji sebagai objek wakaf, tetapi pembahasannya masih dominan pada potensi 

dan penerapan konseptual. Kelemahan yang masih tersisa adalah belum adanya 

pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana aset digital harus 

diklasifikasikan, dialihkan, dicatat, dinilai, dan diamankan dalam sistem 

hukum wakaf nasional. 

Sejumlah penelitian selanjutnya memusatkan perhatian pada NFT dan 

aset virtual sebagai wujud khusus dari aset digital yang berpeluang menjadi 

objek wakaf. Ardiansyah et al. (2025)15 mengkaji Non-Fungible Token sebagai 

instrumen wakaf digital dengan menekankan peluang dan tantangan dalam 

pengelolaan aset syariah. Penelitian ini relevan karena NFT memiliki karakter 

unik, tidak dapat dipertukarkan secara identik, dan dapat merepresentasikan 

kepemilikan atau nilai tertentu dalam sistem blockchain. Meskipun demikian, 

NFT juga menimbulkan persoalan hukum karena kepemilikan token tidak 

selalu identik dengan kepemilikan hak cipta atau hak ekonomi atas karya 

digital yang direpresentasikan. Ismail dan Putra (2024)16 memperluas 

pembahasan tersebut melalui kajian mengenai peluang dan tantangan perdata 

wakaf aset digital dalam metaverse, termasuk aset seperti NFT, cryptocurrency, 

virtual land, dan aset virtual lain yang mulai memiliki nilai ekonomi. Kajian 

ini menunjukkan bahwa ruang virtual tidak lagi hanya menjadi ruang 

 
15 Jefri Ardiansyaha, Andriani Samsurib, and Abu Yasid, “Non Fungible Token (Nft) 

Sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Aset Syariah,” Jurnal 

Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 2, no. 3 (2025): 8–20, 

https://doi.org/https://doi.org/10.69714/zkx88608. 

16 Ismail and Putra, “Peluang Dan Tantangan Perdata Wakaf Aset Digital Melalui 

Metaverse.” 
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komunikasi, tetapi juga menjadi ruang kepemilikan dan transaksi yang dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, penelitian dalam kelompok ini 

masih berpusat pada jenis aset tertentu dan tantangan perdata secara umum, 

belum secara khusus merumuskan kebutuhan pengaturan wakaf aset digital 

dalam sistem perwakafan nasional. 

Kajian yang lebih mendasar mengenai kedudukan aset virtual sebagai 

harta dalam hukum Islam dilakukan oleh Muhamad Faiz Juddin (2025)17 dalam 

tesis Konsep Harta dalam Islam pada Dunia Virtual Metaverse dan 

Relevansinya terhadap Praktik Bermuamalah di Era Digital mengkaji 

kedudukan aset virtual berdasarkan konsep harta dalam Islam. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa aset virtual dapat dikategorikan sebagai al-māl 

(harta) karena dapat dimiliki serta memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Kajian 

ini relevan sebagai dasar konseptual untuk memahami aset digital sebagai 

harta, tetapi belum membahas kelayakannya sebagai mawqūf bih (objek wakaf) 

maupun pengaturannya dalam sistem perwakafan Indonesia. Penelitian ini 

melanjutkan kajian tersebut dengan menguji aset digital sebagai al-māl, māl 

mutaqawwam (harta yang bernilai dan dibenarkan syariah), dan mawqūf bih, 

serta menganalisis urgensi pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional. 

Kajian berikutnya menyoroti pemanfaatan blockchain, smart contract, 

dan teknologi pendukung lainnya dalam memperkuat tata kelola wakaf. Megat 

 
17 Muhamad Faiz Juddin, “Konsep Harta dalam Islam pada Dunia Virtual Metaverse dan 

Relevansinya terhadap Praktik Bermuamalah di Era Digital,” Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2025), hlm. 138–139. 
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et al. (2024)18 meneliti manfaat smart contract dalam corporate waqf 

crowdfunding dan menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat 

kepercayaan, efisiensi, serta transparansi dalam penggalangan dana wakaf. 

Smart contract memungkinkan proses tertentu berjalan otomatis berdasarkan 

kode yang telah ditentukan, sehingga secara teoritis dapat mengurangi 

ketergantungan pada mekanisme manual dan meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan. Maretaniandini et al. (2025)19 melalui kajian systematic literature 

review juga menunjukkan bahwa teknologi seperti blockchain, artificial 

intelligence, dan platform digital semakin banyak digunakan dalam 

pengembangan manajemen wakaf. Kelompok kajian ini penting karena 

memberikan gambaran bahwa tata kelola wakaf pada masa depan akan 

semakin berkaitan dengan sistem digital, keamanan data, dan transparansi 

kelembagaan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan 

teknologi sebagai alat bantu pengelolaan wakaf, bukan sebagai dasar untuk 

menentukan status aset digital sebagai objek wakaf. Dengan demikian, 

kontribusinya relevan untuk aspek tata kelola, tetapi belum menjawab 

persoalan utama penelitian ini, yaitu mengidentifikasi ketidakjelasan, 

ketidaklengkapan, dan ketidakterpaduan pengaturan aset digital sebagai harta 

benda wakaf. 

 
18 Puteri Aina Megat et al., “Assessing the Predictive Benefits of Waqftech Smart Contracts 

on Corporate Waqf Crowdfunding among Malaysian Enterprises,” Journal of Islamic Marketing 15, 

no. 5 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2023-0262. 

19 Maretaniandini et al., “Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: 

A Systematic Literature Review.” 
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Penelitian terdahulu lainnya menempatkan akuntabilitas, sistem 

pencatatan, dan pengamanan aset sebagai aspek penting dalam pengelolaan 

wakaf digital. Saputra (2025)20 melalui kajian tentang digitalisasi akuntansi 

wakaf menekankan bahwa teknologi digital dapat memperkuat transparansi, 

efisiensi, dan akuntabilitas lembaga wakaf. Kajian ini penting karena aset 

wakaf, terutama aset digital, membutuhkan sistem pencatatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan mampu menunjukkan posisi kepemilikan, nilai, 

hasil pengelolaan, serta distribusi manfaat secara jelas. Nofianti et al. (2024)21 

dalam penelitian tentang inovasi wakaf uang dan isu tata kelolanya di 

Indonesia, Malaysia, dan Türkiye juga memperlihatkan bahwa inovasi 

instrumen wakaf selalu memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan, dan 

pengawasan yang memadai. Meskipun objek kajian Nofianti et al. adalah 

wakaf uang, penelitian tersebut relevan sebagai pembanding karena 

menunjukkan bahwa setiap perluasan instrumen wakaf membutuhkan desain 

tata kelola yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dalam konteks 

wakaf aset digital, persoalan akuntabilitas menjadi lebih kompleks karena aset 

dapat terikat pada akun, platform, private key, wallet, lisensi, atau sistem 

elektronik tertentu. Namun, kelompok kajian ini belum secara langsung 

menjawab bagaimana status hukum aset digital sebagai harta benda wakaf 

 
20 Wali Saputra, “Digitalization of Waqf Accounting : A Systematic Review of the Role of 

Technology in Waqf Governance,” PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 2 (2025): hlm. 

4544-4560. 

21 Leny Nofianti, Murniati Mukhlisin, and Andi Irfan, “Cash Waqf Innovation in Islamic 

Financial Institutions and Its Governance Issues, Case Studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye,” 

Journal of Islamic Accounting and Business Research 17, no. 4 (2024), 

https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420. 
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ditentukan sejak awal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan temuan-

temuan tersebut sebagai dasar untuk menegaskan pentingnya tata kelola yang 

harus didahului oleh kejelasan norma hukum. 

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang lebih menyoroti 

potensi objek wakaf, terdapat pula penelitian yang secara khusus menelaah 

kesiapan regulasi wakaf dalam menghadapi transformasi digital. Rahmawati 

dan Ismail (2025)22 meneliti kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam 

menghadapi transformasi digital dari perspektif fikih dan kebijakan publik. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur hukum zakat dan wakaf 

memang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya responsif terhadap 

perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Kajian ini memiliki 

kedekatan langsung dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan 

regulasi sebagai titik persoalan utama. Namun, pembahasan Rahmawati dan 

Ismail masih berada pada ruang yang lebih luas, yaitu kesiapan regulasi zakat 

dan wakaf digital secara umum, belum secara khusus membahas aset digital 

sebagai harta benda wakaf. Padahal, wakaf aset digital memiliki problem yang 

lebih spesifik karena menyangkut definisi objek, pembuktian kepemilikan, 

mekanisme pengalihan kepada nāẓir, pencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf, 

penilaian nilai ekonomi, keamanan akses, dan pertanggungjawaban 

pengelolaan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi yang lebih 

khusus, yaitu tidak hanya menilai kesiapan regulasi digital secara umum, tetapi 

 
22 Rita Rahmawati and Habib Ismail, “Analisis Kesiapan Regulasi Zakat Dan Wakaf Dalam 

Menghadapi Transformasi Digital: Perspektif Fiqh Dan Kebijakan Publik,” Jurnal Tana Mana 6, no. 

1 (2025): hlm. 545-551. 
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menguji kecukupan sistem perwakafan nasional dalam mengakomodasi aset 

digital sebagai objek wakaf. 

Sementara itu, terdapat kajian systematic literature review yang 

memetakan perkembangan riset wakaf digital secara umum dan menunjukkan 

celah penelitian yang masih terbuka. Augusna et al. (2025)23 melalui systematic 

literature review of digital waqf research menunjukkan bahwa riset digital waqf 

terus berkembang dalam aspek tren, metode, ruang lingkup, dan pemanfaatan 

teknologi. Kajian ini penting karena memberikan gambaran besar mengenai 

arah penelitian wakaf digital dalam literatur mutakhir. Afriza, Andreansyah, 

Aulia, dan Adiputra (2025)24 juga menunjukkan bahwa inovasi wakaf digital 

di Indonesia semakin diarahkan pada perluasan partisipasi masyarakat, 

peningkatan akses layanan, dan penguatan efektivitas kelembagaan wakaf. 

Namun, kedua kajian tersebut masih lebih dekat dengan transformasi layanan 

dan kelembagaan wakaf, bukan pada pembahasan aset digital sebagai objek 

hukum yang diwakafkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian 

digital waqf semakin berkembang, masih terdapat ruang kosong dalam kajian 

mengenai status normatif aset digital sebagai harta benda wakaf. Dengan 

demikian, kajian systematic literature review dalam kelompok ini justru 

memperkuat argumentasi bahwa penelitian tentang pengaturan wakaf aset 

digital masih diperlukan. Posisi penelitian ini menjadi lebih jelas karena 

 
23 Wahyuni Lely Augusna et al., “Systematic Literature Review of Digital Waqf Research,” 

Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2025, 

https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2024-0167. 

24 Chesia Afriza et al., “Waqf Goes Digital : Waqf Innovation in the Modern Era in 

Indonesia,” Journal of Islamic Digital Economics and Finance 01, no. 01 (2025): 26–35. 
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berupaya masuk pada celah yang belum banyak disentuh, yaitu hubungan 

antara perkembangan aset digital, norma harta benda wakaf, dan kebutuhan 

regulasi khusus dalam sistem perwakafan nasional. 

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai 

wakaf dan teknologi digital telah berkembang dalam beberapa arah, yaitu aset 

digital sebagai objek wakaf produktif, NFT dan aset virtual sebagai bentuk 

khusus aset digital, aset virtual sebagai al-māl (harta) dalam hukum Islam, 

blockchain dan smart contract sebagai teknologi tata kelola, akuntabilitas dan 

pengamanan wakaf digital, kesiapan regulasi wakaf digital, serta 

perkembangan riset digital waqf secara umum. Berbagai penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memengaruhi bentuk 

harta, mekanisme penguasaan dan pengelolaan, serta kebutuhan kelembagaan 

wakaf. Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara sistematis 

menghubungkan kualifikasi aset digital sebagai harta menurut hukum Islam, 

persyaratannya sebagai mawqūf bih (objek wakaf), dan kecukupan 

pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional. Persoalan yang belum 

terjawab secara memadai terutama berkaitan dengan kejelasan jenis aset yang 

dapat diwakafkan, pembuktian kepemilikan dan penguasaan, mekanisme 

pengalihan, pencatatan, pengamanan, penilaian, serta pertanggungjawaban 

nāẓir atas aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk 

menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf sekaligus 

menilai ketidakjelasan, ketidaklengkapan, dan ketidakterpaduan 

pengaturannya dengan regulasi sektoral aset digital, sehingga dapat 
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dirumuskan kebutuhan penyesuaian hukum yang proporsional dalam sistem 

perwakafan nasional.  

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Harta (al-Māl) 

Teori harta (al-māl), yaitu segala sesuatu yang diakui sebagai kekayaan. 

Teori ini menjelaskan kriteria suatu objek dapat dipandang sebagai harta 

menurut hukum Islam. Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai 

sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan lazim dimanfaatkan oleh 

manusia. Sementara itu, jumhur ulama memberikan pengertian yang lebih 

luas, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai sehingga pihak yang 

merusaknya wajib memberikan ganti rugi. Dalam pandangan jumhur, harta 

tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup manfaat 

dan hak yang memiliki nilai serta diakui dalam kebiasaan dan transaksi 

masyarakat. Oleh karena itu, unsur utama kehartaan meliputi adanya nilai 

ekonomi, kemungkinan untuk dikuasai, kemanfaatan yang diakui, serta 

kebolehan pemanfaatannya menurut syariat. Berdasarkan kebolehan 

pemanfaatannya, harta dibedakan menjadi māl mutaqawwam, yaitu harta 

yang bernilai dan boleh dimanfaatkan menurut syariat, dan māl gair 

mutaqawwam, yaitu harta yang pemanfaatannya tidak dibenarkan oleh 

syariat. Jumhur ulama mengakui manfaat dan hak sebagai harta karena 
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tujuan utama suatu benda terletak pada manfaatnya, bukan semata-mata 

pada bentuk fisiknya.25 

Dalam penelitian ini, teori harta digunakan untuk menganalisis 

kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan 

hukum positif Indonesia. Analisis tersebut dilakukan dengan menguji 

apakah aset digital mempunyai nilai ekonomi, dapat dimiliki dan dikuasai 

secara sah, memiliki kejelasan hak, dapat dialihkan kepada nāẓir atau 

pengelola wakaf, serta menghasilkan manfaat yang dibenarkan oleh syariat. 

Teori ini juga digunakan untuk menentukan apakah aset digital termasuk 

māl mutaqawwam sehingga layak dijadikan objek wakaf. Dengan demikian, 

ketiadaan bentuk fisik tidak serta-merta menghilangkan sifat kehartaan 

suatu aset digital. Namun, tidak semua aset digital dapat langsung diakui 

sebagai harta benda wakaf karena setiap aset harus terlebih dahulu 

memenuhi unsur nilai, kepemilikan, penguasaan, kemampuan pengalihan, 

kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

2. Teori Maṣlaḥah 

Teori maṣlaḥah (kemaslahatan) merupakan pendekatan dalam hukum Islam 

yang menempatkan terwujudnya manfaat dan tercegahnya kerusakan 

sebagai orientasi penetapan hukum. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa 

maṣlaḥah tidak semata-mata berarti memperoleh manfaat atau menghindari 

 
25 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 2875–

2877. 
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kerugian berdasarkan keinginan manusia, melainkan memelihara tujuan-

tujuan syariat. Tujuan tersebut mencakup perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), 

jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ 

al-māl). Setiap hal yang mendukung perlindungan kelima unsur tersebut 

termasuk maṣlaḥah, sedangkan segala sesuatu yang mengancamnya disebut 

mafsadah, yaitu kerusakan yang harus dicegah atau dihilangkan. Dalam 

persoalan muamalah, maṣlaḥah dapat dijadikan pertimbangan hukum 

sepanjang kemanfaatannya bersifat nyata, berlaku bagi kepentingan umum, 

sejalan dengan tujuan syariat, serta tidak bertentangan dengan dalil syariat 

yang bersifat pasti.26 

Dalam penelitian ini, teori maṣlaḥah digunakan untuk menganalisis 

urgensi pengaturan wakaf aset digital dalam sistem perwakafan nasional. 

Pengaturan tersebut harus dinilai berdasarkan kemampuannya 

menghadirkan manfaat bagi pengembangan wakaf produktif sekaligus 

mencegah kerugian bagi wāqif atau orang yang mewakafkan harta, nāẓir 

atau pengelola wakaf, dan mauqūf ‘alaih atau penerima manfaat wakaf. 

Kemanfaatan pengaturan dapat diwujudkan melalui kepastian status aset, 

perlindungan kepemilikan, pengamanan akses digital, kejelasan mekanisme 

pengalihan, akuntabilitas pengelolaan, serta keberlanjutan manfaat harta 

wakaf. Sebaliknya, ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan 

mafsadah berupa sengketa kepemilikan, kehilangan aset, penyalahgunaan 

 
26 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl 

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287. 
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akses, ketidakjelasan tanggung jawab, dan kegagalan penyaluran manfaat 

wakaf. Teori ini tidak digunakan untuk membenarkan seluruh aset digital 

sebagai objek wakaf secara otomatis, tetapi untuk menilai bahwa hanya aset 

digital yang memiliki manfaat nyata, risiko yang dapat dikendalikan, tidak 

bertentangan dengan syariat, serta mendukung ḥifẓ al-māl atau 

perlindungan harta yang layak diakomodasi dalam pengaturan wakaf. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum harus mampu 

memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi bagi setiap 

subjek hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai 

salah satu dari tiga nilai dasar hukum bersama keadilan dan kemanfaatan. 

Kepastian hukum menuntut adanya aturan positif yang dirumuskan secara 

jelas, didasarkan pada keadaan faktual, diterapkan secara konsisten, dan 

tidak mudah berubah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Utrecht 

membedakan kepastian hukum menjadi kepastian oleh karena hukum dan 

kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh karena hukum berarti 

hukum memberikan jaminan ketertiban dan perlindungan terhadap hak serta 

kewajiban masyarakat, sedangkan kepastian dalam hukum menghendaki 

agar peraturan disusun secara logis, tidak saling bertentangan, dan tidak 

menggunakan istilah yang membuka penafsiran berbeda. Sudikno 

Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan 

dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga jaminan bahwa hukum benar-
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benar dilaksanakan, hak yang telah diberikan dapat diperoleh, dan ketentuan 

hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.27 

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk 

menganalisis apakah sistem perwakafan nasional telah memberikan dasar 

hukum yang jelas bagi aset digital sebagai harta benda wakaf. Analisis 

diarahkan pada kejelasan definisi dan klasifikasi aset digital, persyaratan 

kepemilikan dan penguasaan yang sah, mekanisme pengalihan aset dari 

wāqif atau orang yang mewakafkan harta kepada nāẓir atau pengelola 

wakaf, pencantuman identitas aset dalam Akta Ikrar Wakaf, pengamanan 

akses digital, penilaian aset, serta pertanggungjawaban pengelolaannya. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membuka 

kemungkinan wakaf terhadap benda bergerak tidak berwujud dan benda 

bergerak lainnya, belum adanya ketentuan khusus mengenai aset digital 

dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian bagi para 

pihak. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menjadi tolok ukur untuk 

menilai kebutuhan pengaturan yang lebih jelas, konsisten, operasional, dan 

dapat dilaksanakan agar wakaf aset digital memperoleh status hukum yang 

pasti serta memberikan perlindungan bagi harta wakaf dan seluruh pihak 

yang terlibat. 

4. Teori Perubahan Hukum 

 
27 Gustav Radbruch, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, ed. Kurt Wilk 

(Harvard University Press, 1950), hlm. 107-109; Ernst Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1956), hlm. 25-26; Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu 

Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160. 
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Teori perubahan hukum berpijak pada pandangan bahwa hukum bukanlah 

sistem yang bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan 

struktur sosial, ekonomi, teknologi, nilai, dan kebutuhan masyarakat. 

Eugene Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang efektif tidak hanya berasal 

dari peraturan yang dibentuk negara, tetapi juga tumbuh dari praktik sosial 

sebagai living law, yaitu hukum yang hidup dan dipatuhi dalam kehidupan 

masyarakat. Sementara itu, Roscoe Pound memandang hukum sebagai law 

as a tool of social engineering, yaitu sarana untuk mengarahkan perubahan 

sosial dengan menyeimbangkan dan melindungi berbagai kepentingan 

masyarakat. Dalam hukum Islam, gagasan perubahan hukum tercermin 

dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa fatwa dapat berubah 

karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. 

Perubahan tersebut bukan berarti mengubah prinsip dasar syariat, tetapi 

menyesuaikan bentuk dan penerapan hukum pada persoalan ijtihādiyyah, 

yaitu persoalan yang terbuka bagi penalaran hukum, agar hukum tetap 

mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan mencegah mafsadah atau 

kerusakan. Dengan demikian, inti teori perubahan hukum adalah 

kemampuan hukum untuk merespons perkembangan masyarakat tanpa 

melepaskan nilai dan tujuan dasar yang hendak diwujudkannya.28  

Dalam penelitian ini, teori perubahan hukum digunakan untuk 

menganalisis urgensi penyesuaian sistem perwakafan nasional terhadap 

 
28 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi 

Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, ed. Catur Yunianto (Yogyakarta: Genta Publishing, 

2013), hlm. 102. 
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perkembangan aset digital sebagai bentuk kekayaan baru. Perubahan 

teknologi telah melahirkan aset yang tidak selalu berwujud fisik, tetapi 

memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dialihkan, dan dimanfaatkan, 

sedangkan pengaturan wakaf yang berlaku belum memberikan norma 

operasional mengenai klasifikasi, pembuktian kepemilikan, pengalihan, 

pencatatan, pengamanan, dan pengelolaannya. Teori ini menjadi dasar untuk 

menilai bahwa perkembangan aset digital sebagai realitas sosial-ekonomi 

perlu direspons melalui pembaruan hukum yang adaptif dan responsif. 

Namun, perubahan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengakui 

seluruh aset digital secara otomatis sebagai objek wakaf, melainkan untuk 

membentuk kriteria yang memastikan bahwa aset tersebut sah dimiliki, 

dapat dialihkan kepada nāẓir atau pengelola wakaf, memiliki manfaat yang 

berkelanjutan, aman dikelola, dan tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Oleh karena itu, teori perubahan hukum digunakan untuk 

menjelaskan mengapa pengaturan wakaf aset digital perlu dibentuk 

sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah pengaturannya agar sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan tujuan hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis bahan hukum 

guna menjawab permasalahan mengenai kedudukan aset digital sebagai harta 

benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi 



28 

 

 

 

pengaturan perwakafan nasional dalam mengakomodasi aset digital sebagai 

objek wakaf. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini berfokus 

pada norma hukum, asas hukum, konsep hukum Islam, dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf, harta benda wakaf, dan 

aset digital. Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan melalui 

penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama 

penelitian.29 Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan pada 

pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis bahan hukum untuk 

menilai kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf dalam sistem 

perwakafan nasional. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini 

menggambarkan pengaturan wakaf dalam hukum positif Indonesia, konsep 

harta benda wakaf dalam hukum Islam, serta perkembangan aset digital 

sebagai bentuk kekayaan baru dalam ekonomi digital. Analisis dilakukan 

untuk mengidentifikasi bentuk persoalan norma, meliputi kemungkinan 

kekosongan, kekaburan, ketidaklengkapan, dan ketidakterpaduan 

pengaturan wakaf aset digital. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan 

 
29 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14. 
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gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti, sedangkan analisis 

dilakukan untuk memahami hubungan antara norma hukum dan 

permasalahan hukum yang dikaji.30 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif, bahan 

hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.31 

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peraturan pelaksana wakaf, 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 

Sektor Keuangan, regulasi OJK terkait aset keuangan digital, serta 

Fatwa DSN-MUI yang relevan.  

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang menerangkan 

lebih lanjut tentang bahan hukum primer, termasuk buku-buku, artikel 

dari jurnal ilmiah, laporan-laporan, berita, dan dokumen lain yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

c. bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, 

dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah 

teknis dalam penelitian. 

 
30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105. 

31 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang dikaji.32 Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep 

aset digital, harta benda wakaf, māl atau harta dalam hukum Islam, 

kepemilikan, pengalihan hak, dan pengelolaan wakaf oleh nāẓir. 

Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis wakaf aset digital 

melalui teori harta, teori maṣlaḥah, teori kepastian hukum, dan teori 

perubahan hukum. Teori harta digunakan untuk menguji kualifikasi aset 

digital sebagai kekayaan yang bernilai dan dapat dijadikan objek wakaf; 

teori maṣlaḥah digunakan untuk menilai manfaat dan kerusakan yang 

berkaitan dengan pengaturannya; teori kepastian hukum digunakan untuk 

menilai kejelasan dan keterlaksanaan norma; sedangkan teori perubahan 

hukum digunakan untuk memahami kebutuhan penyesuaian hukum 

perwakafan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-

kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum, 

mengklasifikasikan ketentuan yang relevan, menafsirkan norma hukum, 

dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan. Teori harta dan teori 

 
32 Marzuki, hlm. 133. 
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kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kedudukan aset digital 

sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif 

Indonesia. Adapun teori maṣlaḥah dan teori perubahan hukum digunakan 

untuk menganalisis urgensi pengaturan perwakafan nasional dalam 

mengakomodasi aset digital sebagai objek wakaf. Melalui analisis tersebut, 

penelitian menilai kualifikasi aset digital sebagai harta, kejelasan status 

hukumnya, kecukupan norma yang berlaku, kemaslahatan pengaturannya, 

serta kebutuhan penyesuaian hukum terhadap perkembangan kekayaan 

digital. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan 

gambaran mengenai alur penulisan tesis secara runtut dan sistematis. 

Penyusunan sistematika ini bertujuan agar pembahasan mengenai urgensi 

pengaturan wakaf aset digital sebagai harta benda wakaf dalam sistem 

perwakafan nasional dapat dipahami secara terarah, mulai dari pendahuluan, 

landasan teori, gambaran umum objek kajian, analisis permasalahan, hingga 

penutup. 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini 

menjadi dasar awal penelitian karena menjelaskan persoalan yang 

melatarbelakangi penelitian, fokus masalah yang akan dikaji, tujuan yang 
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hendak dicapai, teori yang digunakan, serta metode yang dipakai dalam proses 

penelitian. 

Bab kedua membahas pengembangan landasan teori yang terdiri atas 

teori harta (naẓariyyah al-māl), teori maṣlaḥah, teori kepastian hukum, dan 

teori perubahan hukum. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis 

untuk menilai kedudukan aset digital sebagai harta, kemaslahatan 

pengaturannya, kejelasan status hukumnya, serta kebutuhan penyesuaian 

hukum terhadap perkembangan teknologi dan bentuk kekayaan baru. 

Bab ketiga membahas kedudukan aset digital sebagai harta benda 

wakaf dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pembahasan 

dalam bab ini meliputi konsep dan karakteristik aset digital, pengaturan harta 

benda wakaf dalam hukum Islam, serta pengaturan harta benda wakaf dalam 

hukum positif Indonesia. Bab ini menjadi dasar konseptual dan normatif 

sebelum dilakukan analisis lebih lanjut pada bab berikutnya. 

Bab keempat membahas analisis urgensi pengaturan wakaf aset digital 

sebagai harta benda wakaf dalam sistem perwakafan nasional. Bab ini memuat 

analisis mengenai kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut 

hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta analisis mengenai urgensi 

pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional. Analisis diarahkan untuk 

melihat aspek kehartaan, kemanfaatan, kepastian hukum, bentuk persoalan 

norma, kecukupan pengaturan, dan kebutuhan penyesuaian hukum. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Aset digital dapat berkedudukan sebagai harta benda wakaf, tetapi secara 

selektif dan kondisional. Dalam hukum Islam, kelayakannya ditentukan 

berdasarkan sifat al-māl (harta), māl mutaqawwam (harta yang 

pemanfaatannya dibenarkan syariah), dan persyaratan mawqūf bih (objek 

wakaf), terutama berkaitan dengan kejelasan hak, kewenangan yang sah, 

kemampuan pengelolaan, serta keberlanjutan manfaat. Dalam hukum positif 

Indonesia, pengakuannya bersifat parsial dan berbeda menurut karakter 

setiap aset. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah 

membuka ruang bagi benda bergerak tidak berwujud, tetapi pengakuan 

suatu aset dalam regulasi sektoral tidak otomatis menjadikannya sebagai 

objek wakaf. Dengan demikian, kelayakan aset digital sebagai harta benda 

wakaf ditentukan oleh substansi hak dan manfaatnya, bukan semata-mata 

oleh bentuk digitalnya.  

2. Pengaturan wakaf aset digital mendesak untuk diperjelas dan disesuaikan. 

Urgensi tersebut bukan disebabkan oleh kekosongan hukum secara absolut, 

melainkan karena pengaturan yang tersedia belum sepenuhnya memberikan 

kejelasan mengenai batas objek, keterpaduan dengan regulasi sektoral, dan 

mekanisme pelaksanaannya. Secara filosofis, pengaturan diperlukan untuk 

menjaga maṣlaḥah (kemaslahatan) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta); 

secara yuridis, untuk mengatasi kekaburan, ketidakterpaduan, dan 
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ketidaklengkapan norma; sedangkan secara sosiologis, untuk merespons 

perkembangan bentuk dan pola penguasaan kekayaan digital. Oleh karena 

itu, penyesuaian hukum diperlukan secara proporsional tanpa mengubah 

prinsip dasar perwakafan yang masih relevan. 

B. Saran 

1. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia perlu membentuk 

pengaturan pelaksanaan wakaf aset digital, khususnya mengenai kriteria 

objek, pembuktian kepemilikan, penyerahan atau pengalihan hak, 

pencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf, serta pengelolaan dan perlindungan aset 

oleh nāẓir, melalui Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Badan Wakaf 

Indonesia. Penyesuaian tersebut dapat diprioritaskan pada tingkat peraturan 

pelaksana atau pedoman teknis selama norma dasar dalam Undang-Undang 

Wakaf masih memadai.  

2. Pengaturan wakaf aset digital perlu diselaraskan dengan regulasi sektoral 

sesuai dengan karakter masing-masing aset, sehingga pengakuan mengenai 

kepemilikan, registrasi, pengalihan, dan penyimpanan dalam hukum 

sektoral dapat terhubung secara jelas dengan mekanisme perwakafan.  

3. Nāẓir perlu meningkatkan kapasitas dalam mengelola aset digital, terutama 

berkaitan dengan legalitas hak, keamanan penguasaan, risiko teknologi, dan 

keberlanjutan manfaat. Penelitian selanjutnya juga perlu diarahkan pada 

aspek empiris untuk menguji kesiapan kelembagaan dan praktik 

pengelolaan wakaf aset digital. 
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